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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah‐

Nya kepada kita semua sehingga dapat tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan 

Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2022 dengan mengambil Tema “Meningkatkan Kemitraan Usaha Besar 

dengan UMKM, Dalam Rangka Mewujudkan Perekonomian Kabupaten 

Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan,” 

 

Kegiatan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim 

investasi yang kondusif didaerah, salah satunya dengan melaksanakan pola 

Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal. 

Dimana Kemitraan Usaha   adalah   kerja   sama   dalam   keterkaitan usaha,  baik 

langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, 

dan  Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Yang bertujuan untuk 

mewujudkan pemerataan kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, 

menjaga kepastian dan keberlangsungan, mengoptimalkan pemberdayaan dan  

mendorong  bertumbuhnya  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  di daerah  
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Pelaksanaan kemitraan merupakan amanat dari Peraturan Menteri 

Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan 

di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

 

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait 

lainnya yang berperan aktif, sehingga terlaksananya acara Temu Usaha dengan lancar. 

 

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat  mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. 

 

Terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

Pangkalan Bun, 12 September 2022. 

 
KEPALA DINAS, 

 
 
 

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650105 199403 1 010 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang  

 

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk 

kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara 

Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal 

sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara 

yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum. 

 

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong 

negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan 

kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif 

dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan investasi 

dapat membantu perekonomian Indonesia dengan mengembangkan 

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan 

nyata. 

 

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah 

mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal 

di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan 

penanaman modal dibuatlah suatu bentuk Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM). Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi 

Indonesia dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah 

potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan 

modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 
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Kinerja perekonomian daerah tidak terlepas dari peran penanaman 

modal atau investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran penanaman 

modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diamati dari hubungannya 

dengan nominal PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun penyerapan 

tenaga kerja.  

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, berbagai sektor usaha 

memberikan nilai investasi bagi daerah dan juga menciptakan peluang 

kerja bagi masyarakat Kotawaringin Barat. 

 

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat, 

kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya 

saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian 

Kabupaten Kotawaringin Barat menuju peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara 

berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim 

penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-

kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi 

keunggulan kompetitif dengan mengangkat dan mengolah potensi daerah 

menjadi produk unggulan daerah yang diminati. 

 

Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 

Kabupaten Koawaringin Barat Tahun 2020-2025 dengan visi 

“Mewujudkan Penanaman Modal Yang Menarik Dan Berkelanjutan 

Untuk Menciptakan Kotawaringin Barat Yang Sejahtera Dan 

Berkeadilan” dan 7 misi yang ada salah satu diantaranya ” Menciptakan 

iklim investasi yang kondusif adanya rasa aman bagi pelaku ekonomi 

dalam kegiatan penanaman modal dan Memberdayakan dunia usaha 

termasuk UMKM dan seluruh kegiatan ekonomi”. 
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Dalam upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif 

didaerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan 

Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal. 

 

Kemitraan   adalah   kerja   sama   dalam   keterkaitan usaha,  baik 

langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah terutama dimana Usaha 

Besar berinvestasi. 

Tujuan Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di daerah untuk: 

a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah   di daerah dalam peningkatan perekonomian di 

daerah; 

b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan  Usaha Besar  baik 

dari dalam maupun luar negeri; 

c. mendorong  bertumbuhnya  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  di 

daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah 

dan basis produksi di dalam negeri; dan 

d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling 

menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah. 

 

Guna menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif 

didaerah, salah satunya dengan melaksanakan Temu Usaha antara Usaha 

Besar dan UMKM untuk meningkatkan pemahaman ketentuan-ketentuan 

terkait Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah serta Koperasi dalam sinergisitas pelaksanaannya. 
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2. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal; 

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman 

Modal Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal 

antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2016-2025; 

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2020-2025; 

9. DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 

DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.010000/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022. 
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3. Maksud Tujuan dan Manfaat 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Temu Usaha antara Pelaku 

Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terwujud 

peningkatan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan 

Kemitraan, sehingga  diharapkan terlaksana Kemitraan antara Usaha 

Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Adanya pemahaman terkait pelaksanaan Kemitraan Usaha. Kemitraan   

adalah   kerja   sama   dalam   keterkaitan usaha,  baik langsung maupun 

tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, 

dan  Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. 

 

Tujuan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan 

pelaku UMKM serta Koperasi, agar terciptanya iklim investasi yang 

kondusif dan peningkatan nilai investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 

melalui Kemitraan. 

Tujuan pelaksanaan  Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di daerah untuk: 

1. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah   di daerah dalam peningkatan perekonomian di 

daerah; 

2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan  Usaha Besar  baik 

dari dalam maupun luar negeri; 

3. mendorong  bertumbuhnya  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  di 

daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah 

dan basis produksi di dalam negeri;  

4. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling 

menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di daerah; dan 
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5. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan dan 

memperkuat perekonomian daerah. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA. 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan. 

Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 

oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Ini, dilaksanakan pada Hari  

Selasa Tanggal 06 September 2022,  Bertempat di Hall/Ball Room Hotel 

Brits Pangkalan Bun Jalan A. Yani  KM. 2 Pangkalan Bun. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta. 

 a.  Penyelenggara. 

Penyelenggara Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

: 800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 November 2022 tentang. 

Dengan penyelenggara teknis kegiatan melalui Bidang Perencanaan 

dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.  

 

 b.  Peserta. 

Peserta Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang diundang berjumlah 40 (empat puluh) 

peserta terdiri dari : 
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1) Unsur Perangkat Daerah Teknis. 

 

2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta 

Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun. 

 

3) Unsur Profesi diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

 

4) Unsur BUMN dan BUMD diwakili oleh Seluruh Perwakilan 

Perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

5) Unsur Pelaku Usaha Besar. 

 

6) Unsur Pelaku UMKM 

 

7) Unsur  

 

 

3 Metode Pelaksanaan Temu Usaha. 

Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku 

UMKM serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui 

pemaparan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

Kemitraan yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing serta 

strategi pelaksanaannya, sebagai ajang komunikasi dan tatap muka 

antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM dan pengurus Koperasi 

yang berjalan melalui dialog/Tanya jawab dengan Nara Sumber dari 

Kementerian Investasi/BKPM dan para pelaku usaha serta testimoni 

pelaksanaan kemitraan yang telah berjalan di Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 
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4.  Susunan Acara Temu Usaha 

a. Register Peserta Temu Usaha. 

b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

c. Pembacaa Do’a oleh Petugas. 

d. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Temu Usaha oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

e. Pembukaan kegiatan Temu Usaha oleh Penjabat Bupati Kotawaringin 

Barat. 

f. Pemaparan Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Kemitraan Usaha 

di Bidang Penanaman Modal dan  Peraturan Menteri Investasi/Kepala 

BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Ibu ANNA NURBANI, SE 

Direktur Pemberdayaan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI 

h. Diskusi Tanya jawab Temu Usaha dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin, 

M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

e. Testimoni pelaksanaan Kemitran dari PT. Naida Pangkalan Bun. 

i. Closing Komitmen dari perwakilan  Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. 

Kotawaringin Barat dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 

j. Penutupan. 
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C.  HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA 

 

RANGKUMAN 

DISKUSI TANYA JAWAB TENTANG KEMITRAAN 
 

1.  FAUZI 

 Produksi alat-alat pertanian dg memperkejakan 15 orang tenaga kerja 

 NIB sudah 2,5 tahun yang lalu. 

 Fungsi NIB belum paham 

 Produksi alat-alat sajam, apakah NIB bisa melindungi kami. 

 Kendala pengangkutan hasil hutan, apakah NIB bisa melindungi 

kegiatan tersebut. 

 Pernah bermitra dg pelaku Usaha Besar. 

 Sudah memasarkan produk ke seluruh wilayah Kalimantan dan pulau 

jawa. 

 Pernah bermitra dengan PBS tetapi pembayarannya tidak konsisten. 

 Apakah NIB bisa melindungi dan mengcover seluruh kegiatan kami. 

Jawab  

 NIB hanya sebatas seperti KTP, identitas, pada OSS ada KBLI pemilihan 

uzahanya,  

 Pengusaha tetap mengurus izin berusahanya untuk menunjang kegiatan 

usahanya dan PBI untuk izin operasionalnya. 

 Pada aplikasi OSS bisa dilihat diinformasi untuk memilih kegiatan 

usahanya/jenis usahanya sesuai KBLI sesuai lampiran PP No. 5 Tahun 

2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 Kewajiban pemenuhan komitmen sesuai dengan klasifikasi perizinan 

berdasarkan resiko. 

 Terkait bahan baku juga ada mekanisme perizinannya sesuai jenis 

usahanya. 

 Perlu kepastian pemilihan jenis usahanya pada form OSS dengan melihat 

KBLInya. 

 Terkait kemitraan bisa meminta pedampingan pada pemerintah daerah 

(Perangkat daerah terkait). 

 

2. ASEP SANJAYA 

 Produksi alat pertanian. 

 Kendala UMKM pada pemodalan. 
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 Selama ini untuk permodalan diarahkan kepada peminjaman/hutan. 

 Adakah sistem penambahan modal tanpa peminjaman/hutang. 

 Bagaimana solusi mekanisnya tersebut 

Jawab  

 Pembiayaan….. 

 Bisa konsultasi dengan Disperindagkop terkait model pembiayaan bagi 

UMKM. 

 

3. ELY RESTU SETYAWATI, S.H.  

 Kabid WASDAL DPMPTSP 

 Bidang Wasdal salah tugasnya melaksanakan Pengawasan. 

 Mengenai tata cara pelaporan kemitraan sesuai pasal 28 Permeninvestasi 

No. 1 Tahun 2022. 

 

Jawab  

 Kemitraan terkait fasilitas Penanaman Modal pengawasan melalui 

Monev. 

 Kemitraan lainnya melalui pemantauan LKPM. 

 

4. H. M. ROMI ( KADIN/ HIPMI )  

 Patut kita syukuri terselenggaranya Temu Usaha. 

 Keluhan dari UMKM terkendala permodalan. 

 Pemerintah telah mencanangkan KUR melalui Perbankan, tetapi ada 

terkendala prosesnya dilapangan. 

 Proses KUR dapat dipermudah persyaratannya. 

 Perbankan dapat memberikan terobosan baru dalam proses pemberian 

KUR. 

 

JAWAB. 

 BKPM ada MOU dengan BUMN perbankan, akan diupayakan diskusi 

terkait kendala-kendala proses KUR. 

 Adanya kredit macet yang membebani perbakan 

 

 

 

 

Laporan penyelenggaraan Kegiatan Temu Usaha Tahun 2022                                                                                    10 



 

5. YUSI ( rumah Jamu )  

 Dapat permudahan/pendampingan dari Disperindag dan DPMPTSP. 

 Berharap kemitraan dengan Usaha Besar, terkendala belum tahu 

caranya. 

 Kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai event kegiatan, Berharap 

dapat menggunakan produk-produk UMKM lokal. 

 Belum pernah mendapat bantuan modal secara gratis, akan tetapi dapat 

permodalan dari Bank Kalteng. 

 Rumah jamu Bu yusi menampung tanaman herbal dari para petani 

disekitar tempat tinggalnya. 

Jawab. 

 Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib menggunakan 

produk UMKM sesuai ketentuan 

 

6. NURLAILA HAYATI  

 Saya sudah mndapatkan NIB melalui OSS dan sekarang harus e-Katalog. 

Jawab 

 Pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa menggunakan e-

katalog. 

 

7. KUSMIYATUN (Bappeda) 

 Adanya mandatori pelaksanaan Kemitraan. 

 Pemda telah menyusun RKPD, salah satunya untuk mendorong produk-

produk unnggulan daerah guna meningkatnya investasi di daerah. 

 PP No. 7 Tahun 2021 dan Pemen No. 1 Tahun 2022 terkait Kemitraan. 

 Apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

 Rewad dan punishment bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan 

kemitraan. 

 Kepada UMKM untuk dapat menjaga kualitas dan efensiensi, sehingga 

dapat bersaing dengan Barang dari daerah lain. 

 JAWAB 

 Pemerintah daerah diharapkan menyusun regulasi terkait dukungan 

pelaksanaan kemitraan di daerah, disamping juga pelaksanaan 

pembinaan secara kontinyu. 

 Seperti adanya kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kemitraan. 

 Sanksi secara bertahap ada dan telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, melalui mekanisme dan prosedur yang 

harus ditempuh. 
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8. MARIANI (Dinas Perikanan Kobar) 

 Tugas melakukan pembinaan produk perikanan. 

 UMKM berharap dapat diterima di pasar modern. 

 Bagaimana cara mendapatkan SNI untuk ditampilkan pada label 

produknya. 

 Kemitraan cathering, kendala terkait pembayaran/ dihutang oleh pelaku 

Usaha Besar, sehingga proses pembayaran dapat lancar. 

JAWAB 

 Penanganan mekanisme SNI bagi UMKM ada yang melalui OSS dengan 

penyebutan lainnya dan SNI yang diluar OSS untuk keperluan eksport. 

CLOSING KOMITMEN KEMITRAAN 

 

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

 Sekretaris Dinas. 

 MUHAMMAD RUBIANSYAH 

 Perusahaan dan petani. 

 Petani bisa berkumpul untuk saling bersinergi antar petani dan 

perusahaan 

 Di Bidang Pertanian/Perkebunan ada kewajiban mandatori seperti plasma  

 Bidang Peternakan, sektor Sapi Potong dan Peruanggasan… 

 Perusahaan Besar… 

 Kemitraan dapat berkeadilan. 

 Merubah konsep sendiri-sendiri menjadi berjamaah… telah dimasukan 

dalam Renstra Dinas TPHP untuk mendorong naik kelas dan kemudahan 

berusahan berdasarkan kaidah-kaidah usaha yang baik. 

 Sektor peternakan ada….. telah terbentuk Koperasi peternakan. 

 Permodalan dilapangan masih ada kendala, terobosan untuk mendorong 

melalui BUMdesa. 

 Adanya kawasan porduktif pertanian berada di dlm kawasan yang 

sehingga tidak bisa diterbitkan STDB. 

 Perangkat Daerah teknis siap mensuprot dalam bentuk aksi-aksi nyata 

dilapangan. 
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2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

 PHILIPUS 

 Telah ada MOU terkait legalitas dengan KemenHUKUMHAM. 

 Telah dilakukan pendampingan dan bantuan kepada UMKM. 

 Harapan BUMN untuk turut serta membantu permodalan UMKM. 

 Penyiapan SDM pelaku UMKM.  

 

3. PT. Naida. 

 Kemitraan dengan UMKM mudah dengan salah satu Ponpes, dengan 

prinsip saling menguntungkan dan memajukan perekonomian. 

 Perlu Trus (kepercayaan) dan Komitmen. 

 Usaha Besar saling membantu dalam melengkapi legalitas bagi UMKM. 

 Penyediaan air minum bagi lingkungan Ponpes dan masyarakat 

sekitarnya. 

 Harapan Pemberdayaan produk lokal untuk dipergunakannya. 

 Untuk UMKM tidak berkecil hati untuk mencoba dan berusaha 

melaksanakan kemitraan. 

 

KESIMPULAN. 

1. Perlu kerjasama dengan para stakeholres, untuk pemerataan perekonomian. 

2. Perlu kolaborasi dalam kemitraan, sehingga dalam menikmati hasil  

pembangunan ini secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat 

dan daerah. 
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D. PENUTUP. 

Dari hasil penyelenggaraan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku 

Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta 

Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 

2022 dengan mengambil Tema “Meningkatkan Kemitraan Usaha Besar 

dengan UMKM, Dalam Rangka Mewujudkan Perekonomian Kabupaten 

Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan 

Berkeadilan,” diharapkan terwujudanya pelaksaan kemitraan antara 

Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung 

terciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Pangkalan Bun, 12 September 2022. 
 

KEPALA DINAS, 

 

 

 
 

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19650105 199403 1 010 
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LAMPIRAN I SURAT 
Nomor : 500/ 625 /DPMPTSP.B. 
Tanggal : 25 Agustus 2022. 
 
Daftar Undangan Peserta Acara Temu Usaha. 
 
Unsur Perangkat Daerah 
 

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat 

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin 

Barat 

3. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat 

4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat 

5. Kepala Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat 

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat 

7. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat  

 

Unsur Akademisi 

- Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun  

 

Unsur Profesi 

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Unsur BUMN dan BUMD 

1. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Buni 

2. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Pangkalan Bun 

3. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun 

4. Pimpinan PD. Bank Marunting Sejahtera 

 

Unsur Pelaku Usaha Besar dan UMKM 

 
Sebanyak 30 (tiga puluh) Pengusaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN II SURAT 
Nomor : 500/625/DPMPTSP.B. 
Tanggal : 25 Agustus 2022. 
 
Daftar Peserta Undangan Acara Temu Usaha. 
 

1. Pimpinan PT. Sumbermas Sawit Sarana Tbk 

2. Pimpinan PT. Best 

3. Pimpinan PT. Sungai Rangit 

4. Pimpinan PT. MMS 

5. Pimpinan PT. Kalimantan Sawit Abadi 

6. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi 

7. Pimpinan Hypermart 

8. Pimpinan Borneo Supermarket 1 Jl. Pasanah 

9. Pimpinan Borneo Supermarket 2 Jl. H.M. Rafií 

10. Pimpinan Pelangi Swalayan 

11. Pimpinan Ponti Suri Swalayan 

12. Pimpinan Indomaret IDM 

13. Pimpinan Alfa Mart 

14. Pimpinan Mega Mart 

15. Pimpinan Toko Bali Indah 

16. Pimpinan Toko Surya Kencana 

17. Pimpinan Poklahsar Kapitan Mandiri 

18. Pimpinan Poklahsar Kapitan Jaya 

19. Pimpinan Poklahsar Mina Bersama 

20. Pimpinan Kahawa Coffee 

21. Pimpinan Keripik Tempe Sangbo 

22. Pimpinan Kube Sri Rejeki 

23. Pimpinan Mase Uleng 

24. Pimpinan Syarifah Salmah 

25. Pimpinan UKM Rena 

26. Pimpinan Nurhayati 

27. Pimpinan Ery 

28. Pimpinan Ucu Minah 

29. Pimpinan Coba Rasa 

30. Pimpinan Pandai Besi 88 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112 
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057 

Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 

NOMOR  : 800/26/DPMPTSP.B/2022. 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TEMU USAHA 

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMITRAAN UMKM-KOPERASI 

DENGAN USAHA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan 

mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di 
daerah, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan 
antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di 
daerah melalui kemitraan; 

 
  b. bahwa meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan 

Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan UMKM perlu dilakukan 
dengan kegiatan Temu Usaha; 

  
  c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Acara Temu Usaha dalam 

rangka meningkatkan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha 
Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk 
Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-   Undang   Nomor   25   Tahun   2009   tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5038); 
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3.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587)   sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

 
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1196); 

 
5. Peraturan Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 2022 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman 
Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor  1196); 

 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 

2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 78); 

 
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13  Tahun 2020 

Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 (Berita  Daerah  Kabupaten  
Kotawaringin Barat  Tahun  2020 Nomor 13); 

 
9.  Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50); 

 
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2022 

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 39). 
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